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ABSTRAK

Peningkatan jumlah UMKM yang begitu pesat memberikan dampak yang luar
biasa pada sektor perekonomian di Indonesia. Peningkatan jumlah UMKM ditargetkan
dapat meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak. Reformasi serta
berbagai kebijakan insentif telah dicetuskan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan
penerimaan pajak yang berasal dari UMKM. Namun kenyataan yang terjadi adalah
penerimaan pajak serta kepatuhan perpajakan wajib pajak pelaku UMKM masih
tergolong rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moralitas serta pengetahuan
perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar
di KPP Denpasar Timur. Disamping itu, dilakukan pula pengujian moderasi kesadaran
pajak atas pengaruh moralitas terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM serta
pengujian moderasi kesadaran pajak atas pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap
kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Penelitian in menganalisis data primer yang
bersumber dari kuisoner google form yang disebarkan kepada 100 wajib pajak pelaku
UMKM vyang berlokasi di sekitar Kota Denpasar Timur dan Denpasar Selatan.
Pengujian variabel penelitian dilakukan menggunakan metode analisis linier berganda
serta Moderated Regression Analysis (MRA) dengan aplikasi SPSS Versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas serta pengetahuan perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak pelaku
UMKM sedangkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada moderasi kesadaran
pajak atas moralitas dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan
Wajib Pajak pelaku UMKM

Kata Kunci : moralitas, pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan,
kesadaran pajak
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THE EFFECT OF MORALITY AND TAX KNOWLEDGE ON TAX
COMPLIANCE OF SME WITH TAX AWARENESS AS A
MODERATION VARIABLE

Ni Luh Ratih Wulandari
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(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The rapid increase in the number of MSME’s has a big impact on the economic
sector in Indonesia. The increase of MSMEs is targeted to increase state revenues
especialy from taxes. Reforms and various incentive policies have been initiated by
the government in an effort to increase tax revenues from MSME’s. However, the
reality is that tax revenue and tax compliance of MSME are still relatively low.

This study aims to examine the effect of morality and knowledge of taxation on tax
compliance of MSME taxpayers who are registered at KPP Denpasar Timur. Besides
that, a tax awareness moderation test was also carried out on the influence of morality
on tax compliance of MSME tax payers as well as a tax awareness moderation test on
the influence of tax knowledge on tax compliance of MSME tax payers. This study
analyzes primary data sourced from a Google form questionnaire distributed to 100
MSME taxpayers located around the City of East Denpasar and South Denpasar.
Testing of research variables was carried out using multiple linear analysis methods
and Moderated Regression Analysis (MRA) with the SPSS Version 25 application

The results of this study indicate that morality and knowledge of taxation have a
positive and significant effect on tax compliance of MSME taxpayers, while there is an
insignificant effect on the moderation of tax awareness on morality and tax knowledge
on tax compliance of MSME taxpayers.

Keywords: morality, tax knowledge, tax compliance, tax awareness
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia kian
mengalami peningkatan tiap tahunya. Peningkatan tersebut dibuktikan melalui
data yang dicatat oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia melalui tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia
Usaha
Tahun Usaha Mikro Usaha Kecil Jumlah
Menengah
2018 58.521.987 681.522 59.263 59.262.772
2019 60.863.578 731.047 56.551 61.651.176
2020 62.106.900 757.090 58.627 62.922.617
2021 63.350.222 783.132 60.702 64.194.056
2022 64.601.352 798.679 65.465 65.465.496

Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 2022

Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah UMKM yang terus mengalami peningkatan
tiap tahunnya. Peningkatan jumlah UMKM menjadikan UMKM sebagai sumber
penggerak perekonomian Indonesia. UMKM ditargetkan dapat memberikan
kontribusi yang lebih besar lagi dalam penerimaan negara salah satunya adalah
penerimaan yang berasal dari pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) tengah berupaya menciptakan suatu reformasi

atas regulasi perpajakan serta pemanfaatan teknologi guna mencapai target



penerimaan pajak. Namun kenyataan yang terjadi adalah penerimaan pajak masih
berada di bawah target. Dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak tentu
tidaklah mudah untuk direalisasikan, sebagaimana tercermin perkembangan
tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdapat di KPP Denpasar Timur yang
berfluktuasi sejak periode tahun 2018 sampai dengan 2022, yang ditunjukkan pada

tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar dan efektif
di KPP Denpasar Timur
WPOP WPOP WP Badan WP Badan
Tahun
Terdaftar Efektif Terdaftar Efektif
2018 104.831 67.812 12.078 7.679
2019 109.778 72.748 12.838 8.436
2020 126.692 75.621 13.579 9.173
2021 132.402 74.512 14.525 9.748
2022 137.453 64.020 12.274 8.110

Sumber : KPP Denpasar Timur, Tahun 2022

Pada tabel 1.2 menunjukan bahwa di KPP Denpasar Timur jumlah wajib pajak
orang pribadi dan wajib pajak badan yang efektif tidak sebanding dengan jumlah
yang wajib pajak yang terdaftar. Dengan demikian dikatakan bahwa tingkat
kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Denpasar Timur masih tergolong
rendah. Ketidakpatuhan ini terindikasi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak
terhadap peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam

kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan



antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang- Undang Perpajakan,
cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar
pajak tepat waktu, serta mengetahui cara melaporkan SPT.

Kepatuhan administrasi atau kepatuhan formal merupakan kepatuhan WP
dalam hal mendaftarkan diri selaku WP, memperhitungkan pajak yang terutang,
menyetorkan pajak dan melaporkan SPT. Sedangkan kepatuhan teknis atau
material yakni pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam menghitung dan
melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan serta membayar
tunggakan pajak yang ada. Sesuai dengan PMK No 74/PMK.03/2012 tentang
penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu yang dapat digunakan sebagai
acuan dalam menilai tingkat kepatuhan WP secara formal.

Ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak
yang berasal dari UMKM diindikasikan karena kurangnya pengawasan kepada
pelaku UMKM. Kurangnya pengawasan atau pemberian perhatian kepada pelaku
UMKM sebagaimana tercermin pada perbandingan antara jumlah UMKM yang
terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar dengan yang sudah
menjadi wajib pajak terdaftar pada KPP Denpasar Timur pada tahun 2022 dapat

dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :



Tabel 1.3
Perbandingan Jumlah UMKM terdaftar di Kecamatan Denpasar Timur
dan Denpasar Selatan dengan jumlah WP di KPP Denpasar Timur

Uraian Jumlah
UMKM Terdaftar 10.455
WP OP dan Badan UMKM Terdaftar 4.100
WP OP dan Badan UMKM Efektif 2.339

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar & KPP Denpasar Timur, Tahun 2022

Pada tabel 1.3 menunjukan suatu problematika yaitu jumlah WPOP dan badan
pelaku UMKM vyang terdaftar di KPP Denpasar Timur tidak sebanding dengan
jumlah pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Denpasar khususnya pada Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan.
Peneliti menggunakan cakupan wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan
Denpasar Selatan sebagai dasar perbandingan dengan WP yang terdaftar di KPP
Denpasar Timur dikarenakan cakupan wilayah kerja KPP Denpasar Timur terdiri
dari Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Dilihat dari jumlah WP
efektif lebih rendah dari WP terdaftar di KPP Denpasar Timur mengindikasikan
masih ada pelaku UMKM yang belum memenuhi kewajibanya sebagai wajib
pajak dalam hal melaporkan SPT masa dan SPT Tahunan. Dari 10.455 UMKM
yang ada, jumlah WP yang berasal dari pelaku UMKM hanya sebesar 39,2%.
Dengan demikian tidak semua pelaku UMKM mendaftarkan dirinya sebagai

wajib pajak.



Masih adanya WP yang belum patuh terhadap kewajibannya dapat
menimbulkan suatu fenomena. Sehingga dapat timbul adanya suatu pelanggaran
atas undang — undang perpajakan. Apabila WP belum patuh dalam pelaporan SPT
Tahunan maka akan berkonsekuensi menerima denda atas pelanggaran
administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUP. Ada
beberapa faktor penyebab ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam pemenuhan
kewajiban perpajakannya. Yakni cara perhitungan serta pelaporan SPT masih
tergolong sulit bagi para pelaku UMKM dengan keterbatasan pengetahuan
akuntansi serta minimnya pengetahuan teknologi. Serta dibuktikan oleh hasil
penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe dan Lubis, (2023) sebagian besar
pelaku UMKM belum memahami secara penuh mengenai tata cara perhitungan
dan melaporkan SPT nya.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana pada regulasi tersebut terdapat
istilah self assessment system. Wajib pajak diberikan suatu kepercayaan penuh
untuk menghitung, membayar hingga melaporkan pajak terutangnya secara
mandiri. Maka dari itu pengetahuan mengenai regulasi pajak dan teknis perpajakan
merupakan aspek yang sangat penting untuk dikuasai oleh wajib pajak. Karena
jika wajib pajak tidak paham betul akan regulasi perpajakan akan memiliki
kecenderungan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pemerintah menerbitkan
aturan tersebut dengan harapan terjadi peningkatan atas keinginan wajib pajak

dalam memenuhi kewajibanya. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang enggan



memenuhi kewajiban perpajakanya serta menganggap kewajiban membayar pajak
sebagai beban (Darmayasa, 2019).

Meningkatnya kebutuhan pendanaan pemerintah tentu sangat bergantung
dengan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Diperlukan adanya suatu
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kesadaran pajak merupakan hal
yang krusial dan perlu ditingkatkan. Diperlukan suatu kebijakan regulasi bagi
UMKM yang tetap dapat memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi
pada saat ini mengingat pentingnya peranan UMKM dalam meningkatkan
perekonomian negara. Maka pemerintah mencetuskan kebijakan yang berkaitan
dengan tarif pajak UMKM guna meningkatkan penerimaan negara dengan melihat
potensi penerimaan pajak yang berasal dari UMKM. Pada bulan Desember 2022,
pemerintah telah menetapkan kebijakan terbaru mengenai tarif pajak UMKM
dimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sebagai
pengganti PP No. 23 Tahun 2018. Dalam regulasi tersebut dikatakan tarif PPh final
0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk
orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan
usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak
lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang
memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500
juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP

Nomor 55 Tahun 2022.



Dikeluarkanya peraturan tersebut mengatur bagaimana perluasan penerima
fasilitas PPh final 0,5% serta mempertegas pemberian insentif tambahan bagi
WPOP yang mempunyai usaha dengan omzet tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar.
Dengan demikian diharapkan memberikan keadilan serta keringanan bagi WP
sehingga WP yang memiliki peredaran usaha rendah tidak mengalami kerugian.
Perluasan penerimaan tarif dan pemberian insentif tambahan tentu dapat
mempengaruhi kepatuhan WP (Asyhari dan Aryati, 2023).

Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seluruh
tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika
wajib pajak itu sendiri memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawab mereka
sebagai wajib pajak. Selain memahami akan peraturan perpajakan yang berlaku
dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, faktor lain yang mempengaruhi
kepatuhan WP adalah moral yang dimiliki oleh WP itu sendiri. Karena tidak
menutupkemungkinan adanya penyimpangan moral dikalangan WP yang
mengarah pada upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak tersebut dilakukan
dengan memanfaatkan fasilitas insentif yang diberikan pemerintah untuk
melegalkan ketidakpatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tingkat moral yang rendah memotivasi timbulnya suatu keinginan untuk
meloloskan diri dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Moral dibutuhkan sebagai
suatu motivasi instrinsik untuk melakukan pemenuhan kewajiban sebagai WP.
Motivasi instrinsik yang dimaksud adalah rasa tanggung jawab yang timbul dari

dalam diri WP untuk memberikan kontribusi kepada negara. Moral pajak



merupakan suatu kontribusi langsung yang diberikan kepada lingkungan sosial WP
melalui pemenuhan kewajibannya dalam hal membayar pajak. Moral pajak lebih
menilai pada sikap dan pendirian individu, sehingga WP dituntut untuk dapat
meningkatkan kewajiban moral dari dalam diri WP itu sendiri. WP dikatakan
memiliki tingkat moralitas pajak yang baik disaat WP menyadari bahwa pajak
merupakan suatu hal penting yang digunakan untuk pembiayaan negara. Moral
pajak dikatakan sebagai sikap positif yang dimiliki WP yang dapat memotivasi
untuk patuh secara sukarela atau tanpa paksaan terhadap peraturan perpajakan
yang berlaku (Hakki dan Surjadi, 2023).

Faktor demografi merupakan faktor pendukung dalam penilaian dimensi
moralitas pajak karena berhubungan langsung dengan kondisi WP yang
berpengaruh terhadap kesadarannya dalam membayar pajak. Faktor demografi
tersebut adalah faktor usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Disaat WP memiliki
pemahaman yang baik akan cenderung lebih patuh dalam pemenuhan
kewajibannya sebagai WP. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi, kondisi ini tentu
mempengaruhi kemampuan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakanya.
Disaat WP berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik maka WP tersebut
cenderung akan tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Adi (2020) menyatakan bahwa moral
pajak sangatlah mempengaruhi kepatuhan WP. Lesmana dan Setyadi (2020)
dalam penelitianya mengungkapkan bahwa moral merupakan variabel yang sangat

berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian



yang dilakukan oleh Zelmiyanti dan Suwardi (2019) menyatakan bahwa tingginya
tingkat moral perpajakan yang dimiliki oleh suatu individu menutup kemungkinan
dilakukannya suatu pemeriksaan pajak serta ancaman berupa sanksi tidak
diperlukan bagi individu yang memiliki nilai moral yang tinggi maka dari itu
moralitas tidak dapat memoderasi hubungan antara perceived probability of audit
dan sanksi terhadap kepatuhan WP.

Sebagai dasar yang dijadikan acuan dalam berbuat yang baik ataupun buruk,
moral tentu berkaitan dengan kesadaran. Agar literasi mengenai kesadaran akan
pajak melalui relawan pajak ataupun sosialisasi pajak dapat sejalan, maka faktor
moral merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Disaat tingkat kesadaran yang
dimiliki oleh WP tinggi dan sejalan dengan kewajiban perpajakannya, maka moral
dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diartikan bahwa
WP sadar akan tanggungjawabnya untuk senantiasa taat kepada peraturan yang
berlaku. Masih kurangnya kesadaran WP dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya menyebabkan target kepatuhan dari tahun ke tahun belum tercapai
disebabkan oleh rendahnya faktor pengetahuan dan pemahaman tentang
perpajakan. Akibat dari belum meratanya masyarakat khususnya pelaku UMKM
mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan menjadikan fakor pendidikan
mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Sehingga pelaku UMKM memilih untuk
tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena menganggap bahwa pajak
merupakan suatu hal yang rumit. Jika WP memiliki intelektual yang baik maka

pemahaman akan perpajakan akan dapat diterima dengan baik sehingga
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berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakanya yang akan baik pula. Namun
tidak menutup kemungkinan pula WP yang berintelektual lebih paham bagaimana
cara penghindaran atau penggelapan pajak yang akan mempengaruhi kepatuhan
WP tersebut.

Pengetahuan regulasi perpajakan dan kesadaran pajak sebagai pengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh kajian empiris oleh peneliti
yang mengembangkan penelitian seiring dengan perkembangan regulasi
perpajakan di Indonesia. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengetahuan
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yunia et al.,
2021). Penelitian yang dilakukan oleh Utari dan Setiawan (2019) menyatakan
bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Pebrina dan Hidayatulloh (2020) menyatakan bahwa tinggi
rendahnya pengetahuan perpajakan WP tidak dapat mempengaruhi kepatuhan WP.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan serta merujuk pada penelitian
terdahulu yang menunjukan bahwa peneliti menggunakan variabel penelitian yang
berbeda-beda dalam mengukur tingkat kepatuhan WP pelaku UMKM, peneliti
hendak meneliti kepatuhan pajak pada sektor UMKM yang terdapat di Denpasar
Timur dengan menyesuaikan variabel dengan kondisi moral, pengetahuan pajak
dan kesadaran perpajakan yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kepatuhan

pajak.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh moralitas terhadap kepatuhan perpajakan pelaku
UMKM?

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan
pelaku UMKM ?

3. Apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh moralitas terhadap
kepatuhan perpajakan pelaku UMKM ?

4. Apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan

terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara moralitas terhadap kepatuhan
perpajakan pelaku UMKM.

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara pengetahuan perpajakan
terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

c. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh

antara moralitas terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.
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d. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak dapat memoderasi pengaruh
antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku
UMKM.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Manfaat Praktis
1) Bagi Pelaku UMKM
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai
pentingnya kontribusi kepatuhan pelaku UMKM terhadap perpajakan.
Serta sebagai media informasi atau bahan masukan kepada pelaku
UMKM dalam hal mengambil keputusan serta kebijaksanaan dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan terhadap pajak
dapat terpenuhi.
2) Bagi Otoritas Pajak
Penulis berharap penelitian ini dijadikan sebagai suatu perhatian oleh
otoritas pajak. Dimana penelitian ini dapat memberikan suatu informasi,
referensi, dan masukan kepada otoritas pajak dalam hal menyusun suatu
kebijakan pajak yang berkaitan dengan moral pajak, regulasi pajak serta
kesadaran pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku
UMKM.
b. Manfaat Teoritis

1) Bagi Mahasiswa
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Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan
pengetahuan mahasiswa lebih mengkhusus pada bidang perpajakan yang
berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan penelitian ini juga
diharapkan mampu menerapkan teori yang telah dipelajari dengan
mengimplementasikannya di lingkungan.

Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi tolak ukur pada mahasiswa
untuk mengetahui seberapa besar mereka dapat menyerap ilmu yang
diberikan selama kegiatan perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan
dapat menambah bahan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang

akan datang sebagai upaya pengembangan lebih lanjut.



BABYV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh moralitas dan

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM dengan

kesadaran pajak sebagai variabel moderasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Moralitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan WP
UMKM. Sehingga mengindikasikan bahwa semakin tinggi moralitas WP
UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan WP UMKM terhadap
pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan WP UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi
pengetahuan perpajakan WP UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan WP

UMKM terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya secara administratif.

. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukan bahwa H3 diterima,

artinya kesadaran pajak dapat memoderasi hubungan antara moralitas
terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
kesadaran pajak dapat memperlemah moralitas penyebabnya karena terdapat
perbedaan waktu dan lokasi pengumpulan data. Serta dipengaruhi oleh faktor

setelah pandemi sehingga WP UMKM menjadi WP yang terdampak pandemi
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sehingga terdapat perubahan alokasi pengeluaran dari WP dan WP memilih
memperhatikan kesejahteraan daripada pemenuhan kewajibannya.

4. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukan bahwa H4 diterima,
artinya kesadaran pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan
perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa kesadaran pajak dapat memperlemah pengetahuan
perpajakan. WP sudah menyadari akan adanya digitalisasi serta kebijakan
pemerintah mengenai self assestment system yang menuntut WP untuk dapat
paham akan tata cara perhitungan dan pelaporan pajak yang kini berbasis
digital serta mengetahui perarturan perpajakan yang berlaku. Namun kondisi
yang terjadi adalah masih minimnya WP yang secara sadar untuk secara
sukarela belajar mendalami bagaimana tata cara perpajakan yang baru serta
memahami peraturan perpajakan dikarenakan kurangnya edukasi dari pihak
yang memiliki wewenang sehingga kesadaran pajak tidak dapat memperkuat

pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

B. Implikasi
Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh beserta simpulan yang telah
dipaparkan maka penulis memiliki beberapa harapan yang dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan atas kebijakan yang diterbitkan guna peningkatan kepatuhan

wajib pajak yang dituangkan melalui implikasi sebagai berikut :
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1. Sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini adalah rendahnya kepatuhan WP
pelaku di KPP Pratama Denpasar Timur, melalui penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan pedoman bagi KPP Pratama Denpasar Timur sebagai upaya
dalam meningkatkan tingkat kepatuhan WP. Hal ini sejalan dengan program
dari pemerintah dengan menggencarkan penyuluhan serta sosialisasi guna
mengoptimalkan penyebaran informasi dengan tetap memperhatikan kondisi
moral WP. Karena upaya peningkatan kepatuhan WP tidak terlepas dari niat
WP itu sendiri sehingga realisasi kepatuhan dapat meningkat.

2. Teori atribusi dan teori perkembangan mengenai moral dapat dijadikan
sebagai inspirasi oleh penelitian selanjutnya yang sejenis karena teori tersebut
berkaitan dengan penelitian ini. Teori atribusi erat kaitannya dengan perilaku
individu dalam hal in1i WP. Karena dalam berperilaku untuk patuh dipengaruhi
oleh faktor eksternal yakni pengetahuan perpajakan dan faktor internal yakni

moral dan kesadaran WP.

C. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan adanya keterbatasan-kererbatasan yang
ada, maka yang dapat penulis sarankan, antara lain :
1. Bagi seluruh pihak yang berwenang diharapkan dapat melakukan kerjasama
dengan pihak terkait seperti lembaga pendidikan dalam memberikan sosialiasi
kepada pelaku UMKM terkait kebijakan baru mengenai tarif PPh final serta

insentif yang tertuang pada PP No 55 Tahun 2022. Dengan demikian dapat



79

meningkatkan pemahaman wajib pajak pelaku UMKM serta peningkatan
kepatuhan wajib pajak.

. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain
selain variabel yang telah ada agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari
sebelumnya melihat adanya keterbatasan pada penelitian ini yang dapat
menghambat  perolehan hasil penelitian,. Serta diharapkan untuk
mempertimbangkan menambah jumlah smapel pada penelitian, pemilihan
jumlah indikator penelitian yang bersifat sosial terhadap penilaian kepatuhan
individu yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan sehingga

diperoleh hasil yang optimal..
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